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ABSTRAK

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan merupakan program bantuan pemerintah berupa
bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan kepada keluarga miskin
sebagai penerima manfaat PKH. Kriteria penerima manfaat PKH ini
adalah masyarakat miskin dengan komponen seperti ibu
hamil/menyusui, keluarga miskin yang memiliki anak berusia 0
sampai 5 tahun 11 bulan, memiliki anak dalam masa belajar dari SD
sampai SMA sederajat, lansia serta penyandang disabilitas berat.
Terbentuknya PKH merupakan upaya dalam mempercepat
penanggulangan kemiskinan yang bertujuan untuk mengurangi angka
dan memutus rantai kemiskinan. Di Kabupaten Ogan Komering Ulu
Sumatera Selatan terkhususnhya di Desa Bandar Agung Kecamatan
Lubuk Batang, Program Keluarga Harapan sudah terimplementasi
sejak tahun 2014. Namun, bantuan PKH ini banyak menimbulkan
berbagai macam kesenjangan sosial dalam masyarakat akibat bantuan
PKH yang dirasa kurang tepat sasaran dan tidak merata sampai
dengan dugaan adanya campur tangan aparatur desa dengan
kepentingan pribadi sehingga banyaknya penerima manfaat PKH dari
kalangan masyarakat yang dirasa kurang tepat.

Permasalahan tersebut-membuat penulis mendapatkan rumusan
masalah dalam penelitian ini-adalah Bagaimana Peran Aparatur Desa
Dalam Menentukan- Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga
Harapan Sesual Dengan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 di-Desa Bandar Agung Adalah Masyarakat
Yang Memang Layak Mendapatkan Bantuan Tersebut Sesuai Dengan
Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 dan
Bagaimana Peran Aparatur Desa Bandar Agung Dalam Menentukan
Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan
Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan di tinjau dari Siyasah Tanfidziyyah.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah masyarakat
di Desa Bandar Agung adalah masyarakat yang memang layak
mendapatkan bantuan tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan
Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 serta untuk mengetahui
bagaimana peran dari Aparatur Desa dalam menentukan batasan-
batasan penerima PKH di Desa Bandar Agung di tinjau dari Siyasah
Tanfidziyyah. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (Field-
research) yaitu penelitian yang dilakukan secara sistematis dengan
mengumpulkan data-data primer melalui observasi, wawancara, dan
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dokumentasi. Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yang
mendeskripsikan atau menjabarkan.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Peran Aparatur Desa dan
Pengimplementasian Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan di Desa Bandar Agung masih
kurang sesuai. Hal ini terjadi kesenjangan sosial yang terjadi
dikalangan masyarakat karena penentuan penerima manfaat PKH yang
kurang tepat sasaran. Kurang tepat sasaran PKH dikarenakan
kurangnya koordinasi panitia PKH dengan aparatur desa yang kurang
baik sehingga data yang didapat bukanlah data yang sesuai dengan
kondisi ekonomi masyarakat saat ini.

Kata Kunci: Program Keluarga Harapan, Desa Bandar Agung,
Implementasi, Siyasah Tanfidziyyah.
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada
pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah
memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.
Sesungguhnya Allah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat.”

(Q.S. An-Nisa'/4:58)

viii



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil’alamiin segala puji syukur bagi Allah swt

yang maha pengasih dan penyayang, sholawat serta salam semoga
selalu tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad
saw beserta keluarga dan para sahabatnya, dan semoga kita selaku
umatnya mendapatkan syafa’atnya di yaumil giyamah. Amiin.

Skripsi ini penulis persembahkan sebagai tanda cinta, kasih sayang
yang tak terhingga kepada:
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Kepada kedua orang tuaku, untuk Ebakku yang paling hebat Simi
Sehur dan Umak tercinta Raudo, sebagai tanda cinta, hormat, serta
kasih sayangku kepada kalian yang tak terhingga, penulis
persembahkan karya kecil ini kepada kedua orang tuaku.
Kakak perempuan dan kakak iparku tercinta, terimakasih juga atas
dukungan kalian, motivasi kalian, serta kiriman uang dari kalian
yang juga membantuku dalam berproses selama ini yang telah
membuatku berpikir bahwa tidak hanya aku yang sudah berjuang
demi senyuman orang tua kita.
Adik laki-laki tercintaku, terima kasih juga atas_dukunganmu,
semoga kamu kelak ‘akan sama sepertiku, dan akan lebih
dipermudah prosesmu.
Almamater “tercinta - Universitas Islam —~Negeri Raden Intan
Lampung yang‘telah-mengajarkan-pentingnya pendidikan dan
memberikan semangat  kepada Saya untuk terus melanjutkan
pendidikan.
Terakhir untuk diriku sendiri, selamat untuk diriku yang telah
bertahan sehingga sampai pada titik ini. Skripsi ini mungkin
masih banyak kekurangan, mungkin juga nantinya akan usang dan
tidak sering aku buka. Namun, skripsi ini telah mengajarkan aku
bagaimana caranya tetap bertahan dititik akhir sehingga
menemukan akhir yang sempurna bagi diriku sekaligus awal yang
baru. Ingat, ini bukan sepenuhnya akhir melainkan awal barumu
untuk memilih kau akan tetap pada bidangmu, atau kau akan
memilih jalan serta bidang lain karena suatu hal, yang perlu kamu
ingat jangan pernah mengubah niat. Ingat, prosesmu dan bidang
yang kamu pilih boleh berubah, namun jangan pernah mengubah
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niat mengapa kamu memulainya. Ketika kamu lelah, cukuplah
beristirahat sebentar jangan memilih untuk berhenti, karena ketika
kamu memilih berhenti bukan hanya langkahmu yang kamu
hentikan, tapi juga impian dan harapan yang orang tuamu
harapkan darimu.
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebagai langkah awal dalam memberikan gambaran isi
dari skripsi ini melalui pengesahan judul skripsi guna untuk
menghindari dari sebuah kesalahpahaman dalam memahami
judul serta mempermudah untuk memahami isi dari skripsi ini.
Pengesahan tersebut diharapkan tidak akan terjadi
sesalahpahaman dalam pemaknaan judul dari beberapa istilah
yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses
penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas
dari suatu judul tersebut. Judul skripsi yang dimaksud adalah
TINJAUAN SIYASAH TANFIDZIYYAH TERHADAP
PERAN APARATUR DESA DALAM MENENTUKAN
BATASAN-BATASAN PENERIMA PROGRAM
KELUARGA HARAPAN SESUAI DENGAN PASAL 4
AYAT (1) PERATURAN MENTERI SOSIAL NOMOR 1
TAHUN 2018. (Studi. Di Desa Bandar Agung Kecamatan
Lubuk Batang Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi
Sumatera-Selatan). Untuk itu perlu adanya beberapa uraian
yang akan dipaparkan berdasarkan-istilah pengertian didalam
judul skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Tinjauan Siyasah Tanfidziyyah

Siyasah Tanfidziyyah adalah bagian dari figh siyasah
yang membahas masalah perundang-undangan negara.
Siyasah Tanfidziyyah juga membahas pelaksanaan
perundang-undangan, konsep-konsep konstitusi, undang-
undang dasar negara dan sejarah lahirnya perundang-
undangan suatu negara.*

! Khamami Ibnu Syarif, Mujar, Zada, Figh Siyasah; Doktrin Dan Pemikiran
Politik Islam (Jakarta: Erlangga, 2008), 15.
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2. Aparatur Desa

Aparat desa atau aparatur desa adalah semua orang
yang terlibat dalam pemerintahan desa, mulai dari kepala
desa, sekretaris desa, kepala urusan (Kaur), kepala seksi,
kepala dusun, operator, maupun semua orang yang terlibat
dalam pemerintahan desa.

3. Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018

Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 yaitu pasal yang berisi tentang “Sasaran PKH
akses merupakan keluarga dan/atau seseorang yang
miskin dan rentan di wilayah PKH akses yang terdaftar
dalam data terpadu program penanganan fakir miskin
yang memiliki komponen kesehatan, pendidikan, dan/atau
kesejahteraan sosial.”

4. Program Keluarga Harapan (PKH)

Program keluarga harapan yang selanjutnya disingkat
PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat
kepada keluarga/atau seseorsang miskin dan rentan yang
terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir
miskin, diolah oleh pusat data dan-informasikesejahteraan
soaial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima manfaat
PKH.?

Kesimpulan judul yang penulis dapatkan dari
penjelasan jusul diatas adalah peneliti ingin mengetahui
Bagaimana Peran Aparatur Desa Dalam Implementasi
Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun
2018 Tentang Program Keluarga Harapan yang juga
ditinjau dari Siyasah Tanfidziyyah, tujuan dari peraturan
ini adalah untuk memutus angka kemiskinan di kalangan
masyarakat.

2 “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program

Keluarga Harapan,”Pasal 4 Ayat (1).
% «Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.”Pasal 1 Ayat (1).



B. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti memliki masalah masing-masing.
Tidak terkecuali Negara Indonesia. Indonesia memiliki
beberapa masalah, diantaranya adalah dibidang sosial
ekonomi khususnya adalah masalah kemiskinan. Masyarakat
miskin menjadi kekurangan dan tidak mampu dijaman
globalisasi saat ini. Adanya kemiskinan maka otoritas akan
menghambat tujuan dan cita-cita negara. Sementara itu,
pemerintah dalam menjalankan fungsinya melakukan berbagai
upaya dalam menanggulangi masalah kemiskinan. Masalah
kemiskinan berkaitan dengan aspek-aspek lain seperti
kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan budaya.

Menurut Friedman, kemiskinan adalah ketidaksamaan
kesempatan untuk memformulasikan kekuasaan sosial berupa
aset, sumber keuangan, organisasi sosial politik, jaringan
social, barang atau jasa, pengetahuan dan keterampilan, serta
informasi.* Selain mengadapi hal tersebut, masyarakat miskin
juga harus menghadapi permasalahan geografis, substansi dan
budaya masyarakat.’

Masalah ‘kemiskinan “merupakan fenomena sosial
kemasyarakatan yang terdapat -dalam.-berbagai daerah
Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan..diwilayah paling kecil
yaitu Desa di Indonesia. Oleh karena itu berbagai upaya
penanggulanganya telah dilakukan pemerintah melalui
pelaksanaan berbagai kebijakan pemberdayaan masyarakat
yang langsung menyentuh kebutuhan hidup masyarakat
miskin. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya
pengentasan masyarakat miskin untuk mandiri, baik secara
ekonomi, sosial maupun aspek kehidupan yang lain, sehingga
memerlukan kebijakan yang komperenshif dan sinergis antara
pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha dan

4 Agus S Jafari, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok (Yogyakarta:
Graha llmu, 2014), 280.

® Rudi Santoso, Maimun, “Dynamics And Enforcement Of Election Legal
Issues In Lampung Province, Indonesia,” DELEGALATA Jurnal Iimu Hukum 9, no.
15 (2024): 80-87, https://doi.org/10.30596/d11.v9i1.18060.



masyarakat dalam memberdayakan masyarakat miskin
tersebut.

Islam berpandangan bahwa kemiskinan bukan sekedar
ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar, akan tetapi
kemiskinan merupakan salah satu masalah kurtural dimana
masyarakat menjadi miskin karena perilaku buruk yang
dilakukan seperti malas bekerja dan berusaha, tanpa adanya
usaha yang dilakukan maka kemiskinan akan menjadi
permasalahan yang kunjung selesai. Allah swt berfirman
salam Surah Ar-Ra’d (13); 11:

y d// ~,~jk&w@wjaxwwwmfﬁ

Jf%;yﬂrjmaw Hf Mtujﬂyrﬂ \;’“”
(V) 52500 A 1) J5 5 55 5 9 6 6

“Baginya (manusia) ada @ (malaikat-malaikat) yang
menyertainya secara bergiliran dari depan dan belakangnya
yang menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah
tidak mengubah ‘keadaan® suatu kaum hingga mereka
mengubah apa yang ada ‘pada diri mereka. Apabila Allah
menghendaki keburukan terhadap suatu-kaum, tidak ada yang
dapat menolaknya, dan sekali-kali-tidak ada pelindung bagi
mereka selain Dia. (Q.S. Ar-Ra'd/13:11)”

Ayat tersebut terdapat Potongan dari ayat yang
didalamnya menjelaskan bahwa Allah swt akan mengubah
keadaan suatu kaum apabila mereka berusaha dengan
sungguh-sungguh untuk mengubahnya. Sama halnya dengan
kemiskinan, apabila seseorang dalam keadaan miskin dan
berusaha dengan teku untuk mengubah keadaanya maka Allah
swt telah menjamin dengan firman-Nya untuk mengubah
kemiskinan menjadi kecukupan dan menjadikanya lebih baik.

Berikut ini dikemukakan beberapa argumen logika
oleh beberapa pakar diantaranya pendapat yang menyatakan,
Allah swt mewajibkan setiap orang yang masih mampu



5

bekerja dan berusaha agar giat mencari rezeki guna memenubhi
kebutuhan hidupnya. Tetapi tidak semua orang mempunyai
kesanggupan dan kemampuan bekerja atau berusaha, dan
tidak semua orang mempunyai harta secara mudah seperti
harta warisan atau mempunyai kaum kerabat yang kaya
yang mau menanggung biaya hidupnya, dan berbagai
problem sosial sebagian manusia, sehingga mereka tenggelam
dalam  kemelaratan  dan  kemiskinan.®  Kebijakan
penanggulangan kemiskinan dapat tertuang dalam tiga arah
kebijakan. Pertama, kebijakan tidak langsung yang diarahkan
pada penciptaan kondisi yang menjamin kelangsungan setiap
upaya penanggulangan kemiskinan; Kedua, Kkebijakan
langsung yang ditujukan pada golongan msyarakat
berpenghasilan rendah; Ketiga, kebijakan khusus yang
dimaksudkan untuk mempersiapkan masyarakat miskin itu
sendiri dan aparat ysng bertanggung jawab langsung terhadap
kelancaran program dan sekaligus memacu dan memperluas
upaya penanggulangan kemiskinan.

Islam memandang _ kemiskinan ' sebagai sebuah
musibah apabila - kemiskinan tersebut telah - tidak bisa
dipertahankan lagi, dengan keadaan yang mendorong tersebut
akan mendorong seseorang -untuk berbuat sesuatu yang
membahayakan akhlak, melanggar hak orang lain, hingga
membuatnya lupa kepada Allah swt. Keharusan untuk
mengubah kemiskinan juga didasarkan pada firman Allah swt
pada surah Al-Bagarah (2): 268

(FTA a0 555 LAN) YA £ty i

“Setan menjanjikan (menakut-nakuti) kamu kemiskinan dan
menyuruh kamu berbuat keji (kikir), sedangkan Allah
menjanjikan kamu ampunan dan karunia-Nya. Allah Maha
Luas lagi Maha Mengetahui. (Q.S. Al-Bagarah/2:268) ”

® Rudi Santoso et al., “Kajian Filsafat: Zakat Sebagai Sumber Keuangan
Negara,” IJRC: Indonesian Journal of Religion Center 1, no. 1 (2023): 1-7,
https://doi.org/10.61214/ijrc.v1il.7.



Tafsiran Ibnu Katsir menjelaskan bahwa ayat ini
berisikan tentang setan yang menakut-nakuti manusia dengan
kemiskinan, membuat manusia enggan berbuat kebaikan,
ringan dalam berbuat dosa serta kejahatan. Arti dan tafsir
dalam ayat tersebut maka manusia diwajibkan melepas diri
dengan kemiskinan melalui kerja keras, usaha dan bertawakal
kepada Allah swt agar terhindar dari belenggu setan yang
akan menjerumuskan kita kejalan yang bathil. Selain individu
tersebut, terdapat juga kewajiban orang lain, keluarga, bahkan
masyarakat, serta kewajiban pemerintah dalam mengentas
kemiskinan melalui sumber dana yang jelas dan tepat.

Badan pusat statistik mendefinisikan kemiskinan
dengan menetapkan beberapa kriteria kemiskinan yang
mengacuh pada besarnya pengeluaran tiap orang perhari.
Kriteria statistik dari BPS adalah sebagai berikut :

1. Tidak miskin, yaitu mereka yang pengeluaran per bulanya
lebih dari Rp350.610.

2. Hampir tidak miskin, yaitu orang dengan pengeluaran per
bulan per kepala antara s/d Rp350.610, atau sekitar antara
Rp.9.350 s/d Rp11.687 per.orang dalam satu-hari.

3. Hampir miskin, yaitu orang dengan pengeluaran per bulan
per kepala antara Rp233.740 s/d Rp280.488 atau sekitar
antara Rp.7.780's/d Rp9.350 per orang dalam satu hari.

4. Miskin, dengan pengeluaran per orang per bulan per
kepala Rp.233.740 ke bawah atau sekitar Rp.7.780 ke
bawah per orang dalam 1 hari.

5. Sangat miskin (kronis) , tidak ada kriteria berapa
pengeluaran per orang dalam satu hari. Tidak diketahui
jumlahnya.’

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
merupakan peraturan yang dikeluarkan oleh menteri sosial
yang berkaitan dengan urusan pengentasan kemiskinan di
Indonesia. Peraturan Tentang Program Keluarga Harapan ini

" Agus S Jafari, Kemiskinan Dan Pemberdayaan Kelompok (Yogyakarta:
Graha limu, 2014), 281.
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ditetapkan pada tanggal 18 Januari 2018 dan mulai berlaku
sejak 29 Januari 2018. Peraturan Menteri Soail Nomor 1
Tahun 2018 menjadi landasan hukum tentang pelaksanaan
Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut dengan
PKH. PKH sendiri merupakan salah satu program pemerintah
berupa bantuan sosial bersyarat yang diperuntukan bagi
RTSM (Rumah Tangga Sangat Miskin) yang bertujuan untuk
mengurangi dan memutus rantang kemiskinan.

Program Keluarga Harapan yang selanjutnya disebut
PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat
kepada Keluarga Miskin (KM) yang ditetapkan sebagai
keluarga penerima manfaat PKH, sebagai upaya percepatan
penanggulangan  kemiskinan yang berdasarkan pada
Permensos No 1 Tahun 2018 yang memang sudah diterapkan
dikalangan masyarakat didaerah yang tertinggal maupun
dikalangan masyarakat terpencil .2

Pelaksanaan dari pasal 4 ayat (1) Peraturan Menteri
Sosial No.1 Tahun 2018 vyaitu : (1) Sasaran PKH Akses
merupakan keluarga dan/atau seseorang yang miskin dan
rentan di wilayah PKH Akses yang terdaftar’ dalam data
terpadu program penanganan fakir miskin-yang memiliki
komponen Kkesehatan, pendidikan, dan/atau kesejahteraan
sosial.” Sangat jelas bahwa pemerintah membatasi setiap
masyarakat untuk mendapatkan bantuan dari PKH tersebut
yaitu yang termasuk fakir miskin yang kesehatanya juga
bukan hal vyang bisa diabaikan, masyarakat yang
membutuhkan bantuan akan pendidikan serta masyarakat
yang tertinggal dan masih dalam tingkat kesejahteraanya yang
sangat rendah.

Penyelenggaraan pemerintahan dalam suatu negara

tidak hanya terdapat di pusat. Pemerintah pusat memberikan
wewenangnya  kepada  pemerintah  daerah  untuk

8 “peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program

Keluarga Harapan,” Pasal 1 Ayat (1).
® “Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan,” Pasal 4 (1).



menyelenggarakan pemerintahannya sendiri.’® Oleh karena
itu, waalaupun pemerintah yang lebih atas memberikan arahan
kepada masyarakat, akan tetapi yang akan tetap lebih berperan
pada pelaksanaanya adlah pemerintah yang langsung
berhadapan dengan masyarakat sehingga pada pelaksanaanya
PKH di limpahkan kepada pemerintah desa yang lebih dekat
dan lebih mengetahui masyarakatnya. Akan tetapi pada
praktik pelaksanaanya jika dilihat dari yang diterapkan
pemerintah di Desa Bandar Agung banyak yang menyalahi
daripada aturan yang tertera dipasal tersebut, kurangnya
partisipasi aparatur desa dalam menjalankan peranya dalam
mengamati dan menyesuaikan data sensus dengan data
lapangan sehingga data masyarakat yang menjadi penerima
PKH tersebut banyak tidak sesuai dengan isi pasal tersebut.
Banyak data yang menjadi penerima PKH tersebut belum
sesuai atau belum memenuhi komponen sebagai penerima
manfaat PKH, sehingga banyak masyarakat yang memang
menjadi- penerima PKH tersingkirkan dan tidak termasuk
dalam data penerima Program Keluarga Harapan. Akibatnya
banyak keluhan akan keadilan dari masyarakat.

Memberikan keabsahan sistem perlindungan di
Indonesia, pemerintah telah -menetapkan Undang-Undang
Nomor 11-Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial, cukup
jelas tercatat dalam Bab 1 Pasal 1 perlindungan sosial adalah
upaya yang diarahkan untuk mencegah dan mengatasi resiko
dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga,
kelompok, dan/atau masyarakat agar kelangsungan hidupnya
dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.

Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan (PKH) adalah program
pemberian bantuan social bersyarat kepada keluarga dan/atau
seorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu

1 Rudi Santoso Habib Shulton A, and Fathul Mu’in, “Optimalisasi Tugas
Dan Fungsi DPRD Dalam Mewujudkan Pemerintahan Bersih,” As-Siyasi : Journal of’
Constitutional Law 1, no. 1 (2021): 100-117, https://doi.org/10.24042/as-
siyasi.v1i1.8960.
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penanganan fakir miskin, diolah oleh pusat data dan informasi
kesejahteraan social dan ditetapkan sebagai keluarga penerima
manfaat PKH.

Permasalahan maupun keganjalan terkait pelaksanaan
dari Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ini, maka
penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian demi
mendapatkan jawaban dari problem yang ada didaerah kita
sendiri yaitu siapa, dan bagaimana batasan masyarakat dapat
menerima PKH tersebut.

C. Fokus dan Sub-Fokus Penelitian (Penelitian Kualitatif)

Sebagian hal dalam metode ilmiah, pada penelitian
ilmiah ini juga harus berangkat dari sebuah pembahasan yang
harus dipecahkan. Sebelum melaksanakan penelitian ilmiah
ini perlu dilakukannya idetifikasi masalah, proses identifikasi
masalah penting dilakukannya agar rumusan masalah menjadi
tajam dan sebagai bentuk data awal bahwa data dalam
penelitian ilmiah tersebut memang sangat membutuhkan
pemecahan masalah melalui penelitian. Identifikasi masalah
dirumuskan sesuai denganlatar belakang masalh yang telah
dicantunkan.

Berdasarkan latar belakang- masalah yan telah
dicantumkan diatas, maka “fokus penelitian ini adalah
Bagaimana Peran Aparatur Desa Dalam Menentukan Batasan-
Batasan Penerima Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan
Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 di
Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang Kabupaten
Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra Selatan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas,
maka permasalahan yang dapat dirumuskan dalam penelitian
ini adalah :

1. Bagaimana peran aparatur desa Bandar Agung dalam
menentukan batasan-batasan penerima Program Kaluarga
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Harapan (PKH) sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2018?

Bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyyah terhadap

pengimplementasian pasal 4 Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 di Desa Bandar Agung?

E. Tujuan Penelitian
1. Mengetahui peran aparatur desa di Desa Bandar Agung

dalam menentukan batasan-batasan penerima program
keluarga harapan sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri
Sosial Nomor 1 Tahun 2018 ditinjau dari.

Mengetahui bagaimana tinjauan Siyasah Tanfidziyyah

terhadap pengimplementasian pasal 4 peraturan menteri
sosial nomor 1 tahun 2018 di Desa Bandar Agung.

F. Manfaat Penelitian
1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian secara teoritis, diharapkan dapat
memberikan bantuan ‘pemikiran serta dapat menjadi
penambahan referensi sebagaibahan-diskusi mahasiswa/l
Khususnya jurusan  siyasah--syar’iyvah yang berkaitan
dengan perhatian pemerintah dalam “Tinjauan Siyasah
Tanfidziyah Terhadap Peran Aparatur Desa Dalam
Menentukan Batasan-Batasan Penerima Program Keluarga
Harapan Sesuai Dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan” (Desa Bandar Agung Kecamatan Lubuk Batang
Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatra
Selatan)."*

Secara Praktis

Manfaat penelitian secara praktis, yaitu sebagai bahan
tambahan ilmu pengetahuan bagi penulis untuk memenuhi

1 Suteki, Metodelogi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori Dan Praktik)

(Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2018), 12.
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syarat akademik serta dapat menambah wawasan bagi
masyarakat umum. Menangani masalah bantuan yang
dikeluarkan oleh pemerintah untuk masyarakat yang
membutuhkan memang benar tersampaikan kepada
masyarakat yang tepat untuk mendapatkanya, oleh sebab
itu penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana
“Tinjauan Siyasah Tanfidziyah Terhadap Peran Aparatur
Desa Dalam Menentukan Batasan-Batasan Penerima
Program Keluarga Harapan Sesuai Dengan Pasal 4
Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan”.

G. Kajian Penelitian Terdahulu Yang Relevan (Studi Pustaka)

1. Skripsi yang ditulis oleh Maris Zayyanurroihan pada tahun
2023, mahasiswa UIN Raden Intan Lampung Fakultas
Syari’ah Program Studi Hukum Tata Negara yang berjudul
“Implementasii Peraturan Menteri Sosial No.1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat
Prasejahtera Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus Di
Kelurahan Margodadi, 'Kecamatan Metro Selatan, Kota
Metro)”. Skripsi ini membahas mengenai pelaksanaan
program keluarga harapan dan..pengaruhnya terhadap
masyarakat prasejahtera di kelurahan serta tentang hak-hak
penerima program keluarga harapan sesuai dengan
Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018."
Persamaan penelitian ini dengan skripsi  Maris
Zayyanurroihan adalah sama-sama membahas tentang
penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Perbedaanya
dalam penelitian ini, penulis memfokuskan pada peran
aparatur desa dalam menentukan batasan-batasan penerima
PKH sesuai dengan pasal 4 Peraturan Mentri Sosial Nomor
1 Tahun 2018, Sedangkan skripsi Maris Zayyanurroihan
membahas  implementasi  dari  peraturanya = serta

12 Maris Zayyanurroihan, “Implementasii Peraturan Menteri Sosial No.1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan Terhadap Masyarakat Prasejahtera
Perspektif Figh Siyasah," (Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2023): 1-62.
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pengaruhnya terhadap masyarakat sejahtera tanpa
memfokuskan pada peran dari aparatur desa tempat
penelitianya, bahkan skripsi Maris Zayyanurroihan tidak
menyebutkan pasal yang akan menjadi fokus dari
penelitianya.

Skripsi yang ditulis Annisa Julianingsih pada tahun 2021.
Mahasiswi UIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari’ah
prodi Hukum Tata Negara yang berjudul “Implementasi
Permensos Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program
Keluarga Harapan Perspektif Figh Siyasah (Studi Kasus
Desa Taman Cari Kecamatan PurbolinggoKabupaten
Lampung Timur)”. Skripsi ini membahas mengenai
sasaran serta hak dan kewajiban anggota penerima manfaat
Program Keluarga Harapan yaitu permensos Nomor 1
Tahun 2018 tentang Program Keluarga Harapan pasal 3
dan 7. Persamaan penelitian ini dengan skripsi Annisa
Julianingsih adalah sama-sama membahas tentang sasaran
Penerima Program Keluarga Harapan. Perbedaan
penelitian ini dengan skripsi yang ditulis Annisah
Julianingsi adalah penelitian ini membahas tentang peran
aparatur desa dalam menentukan sasaran-dari penerima
PKH, sedangkan skripsi yang ditulis Annisa Julianingsih
tidak membahas peran aparatur desanya, hanya membahas
penerima PKH dari peraturannya saja, serta skripsi
Annisajulianingsih  sangat memfokuskan pembahsanya
pada pasal 3 dan 7 sedangkan penelitian ini memfokuskan
pada pasal 4 yang membahas secara spesifik dari penerima
PKH tersebut.

Skripsi yang ditulis olen Ahmad Sodikin pada tahun 2021,
Mahasiswa UIN Raden Intan Fakultas Syari’ah Program
Studi Hukum Tata Negara yang berjudul “Pandangan Figh
Siyasah Terhadap Pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan
Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018

® Annisa Julianingsih, “Implementasi Permensos Nomor 1 Tahun 2018

Tentang Program Keluarga Harapan Perspektif Figh Siyasah,” (Skripsi UIN Raden
Intan Lampung, 2021), 1-63.
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Tentang Program Keluarga Harapan (Studi Kasus Desa
Lubuk Rukam Kecamatan Hulu Sungkai Kabupaten
Lampung Utara). Skripsi ini membahas bagaimana
pelaksanaan pasal 40 dan 42 Peraturan Menteri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 di desa lubuk rukan serta pandangan
figh siyasah terhadap pelaksanaan Peraturan Mentri Sosial
Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga
Harapan.'* Persamaan penelitian ini dengan skripsi Ahmad
Sodikin adalah hanya pada peraturanya saja yaitu sama-
sama membahas tentang Peraturan Menteri Sosial Nomor
1 Tahun 2018. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi
Ahmad Sodikin adalah fokus pada penelitian ini yang
mana skripsi Ahmad Sodikin membahas mekanisme
penyaluran dari bantuan PKH tersebut yaitu yang dibahas
di pasal 40 dan 42, sedangkan penelitian ini berfokus pada
sasaran penerima PKH dan batasan-batasan penerima PKH
yang dibahas di pasal 4.

4. Jurnal yang ditulis oleh Vensila Padut, Yohanes G.Tunuba
Helan, Norani Asnawi pada tahun 2023. Mahasiswa/i
Universitas Nusa Cendana Kupang Fakultas Ilmu Hukum
yang berjudul “Pelaksanaan Program Keluarga Harapan Di
Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan Kabupaten Manggari
Timur -Berdasarkan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan (Studi
Kasus di Desa Sipi Kecamatan Elar Selatan Kabupaten
Manggerai Timur). Jurnal ini membahas bagaimana
pelaksanaan program keluarga harapan di desa dipi
tersebut dan apa yang menjadi faktor penghambat
pelaksanaan program keluarga harapan di desa sipi bagi
kesejahteraan rakyat yang ada di desa sipi tersebut sesuai
dengan Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.%

1 Ahmad Sodikin, “Pandangan Figh Siyasah Terhadap Pelaksanaan Pasal
40 Dan 42 Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018
Tentang Program Keluarga Harapan,”(Skripsi UIN Raden Intan Lampung, 2022), 1-
73.

15 Norani Asnawi Vensilia Padut, Yohanes G. Tuba Helan, “Pelaksanaan
Program Keluarga Harapan Di Desa Sipi Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial
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Persamaan penelitian ini dengan jurnal Vensila Padut
beserta rekanya juga sama-sama melakukan penelitian
pada Peraturan Mentri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.
Perbedaan penelitian ini dengan jurnal Vensila Padut
adalah  penelitian yang dilakukan Vensila Padut
memfokuskan pada bagaimana pelaksanaan PKH tersebut
dan faktor penghambat pelaksanaan PKH tersebut,
sedangkan fokus pada penelitian ini adalah peran aparatur
desa dalam menentukan sasaran penerima PKH di
daerahnya.

H. Metode Penelitian
1. Jenis Dan Sifat Penelitian
a. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan
(field reseach) yaitu mempelajari secara intefsif
tentang latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi
suatu sosial, individu, kelompok, lembaga, dan
masyarakat. Field” reseach yang juga dianggap
sebagai pendekatan luas dalam penelitian kualitatif.
Penelitian lapangan ini mengharuskan peneliti terjun
langsung “kelapangan untukmencari data dan fakta-
fata secara langsung dengan sistematis dan mendalam.
Tujuan penelitian lapangan ini  yaitu untuk
membuktikan suatu teori benar atau tidak dalam
penerapanya, selanjutnya untuk mengetahui apakah
ada teori baru yang mungkin terbentuk dilapangan
setelah diadakanya penelitian. Artinya penelitian yang
tidak mengadakan perhitunganatau data yang
dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi kata-kata.'®

Nomor 1 Tahun 2018 Tentang ProgramKeluarga Harapan,” JHO Jurnal Hukum
Online 1, no. 2 (2023): 5274, https://doi.org/10.34042/jho.jurnal.v1i1.7960. .

18 Rudi Santoso and Fathul Mu’in, “Peran Majelis Ulama Indonesia (Mui)
Lampung Menghadapi Era Disrupsi Informasi,” Ath Tharig Jurnal Dakwah Dan
Komunikasi 4, no. 1 (2020): 79, https://doi.org/10.32332/ath_tharig.v4i1.2026.
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b. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah pendekatan yang
menggunakan  pendekatan  deskriftip  kualitatif.
Penelitian ini akan memberikan gambaran secara
cermat mengenai peran daripada aparatur desa dalam
menentukan batasan bagi setiap masyarakat yag
berhak atau tidaknya menerima manfaat PKH tersebut
sesuai dengan pasal 4 Peraturan Menteri Sosial Nomor
1 Tahun 2018. Sifat penelitian ini maka peneliti
mengumpulkan data dengan cara terjun langsung ke
lokasi penelitian. Peneliti akan melakukan interaksi
secara langsung kepada responden terkait bagaimana
aparatur desa berperan dalam pelaksanaan PKH di
Desa Bandar Agung, Kecamatan Lubuk Batang,
Provinsi Sumatra Selatan.

2. Sumber Data
a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh
melalui hasil wawancara dari observasi yang dilakukan
secara langsung kepada suatuobjek yang sedang
diteliti ataupun kepada narasumber yang kita tentukan
sebagai sumber dari data tersebut.'” Proposal skripsi
ini penelitian dilakukan di Desa Bandar Agung,
Kecamatan Lubuk Batang, Provinsi Sumatra Selatan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari
penelitian sebelumnya yang masih berkaitan dengan
penelitian yang akan dilaksanakan. Penelitian ini
memperoleh data sekunder melalui literature, jurnal,
dokumen-dokumen, buku-buku, serta peraturan-
peraturan seperti yang digunakan peneliti yaitu
Peraturan Menteri Sosial Nomor 1 Tahun 2018.

1 Nurul Zara, Metodelogi Penelitian Sosial Dan Pendidikan (Jakarta: Pt.
Bumi Aksara, 2007), 32.
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3. Metode Pengumpulan data
a. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik yang dilakukan
untuk  mengumpulkan data penelitian  melalui
pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang
diselidiki. ~ Pengamatan  ini  dilakukan  tanpa
menggunakan alat dan dilakukan secara langsung
terhadap objek yang diteliti."® Observasi yang
dilakukan dalam penelitian ini adalah mengamati
bagaimana peran aparatur desa dalam mendata
masyarakat yang berhak mendapatkan PKH di Desa
Bandar Agung.

b. Wawancara

Wawancara digunakan untuk  memperoleh
keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.
Wawancara dilakukan dengan memberikan pertanyaan
kepada narasumber atau responden mengenai objek
yang diteliti untuk mendapatkan informasi secara
langsung dengan metode tanya jawab.*® Wawancara
dalam penelitian ini’ akan dilakukan diwaktu yang
mendatang yang belum bisa dipastikan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi ialah mencari data mengenai hal-hal
atau variabel yang berupa catatan, transkip, buku, surat
kabar, majalah, foto, dan undang-undang atau
peraturan yang berlaku yang diperoleh baik dari
perpustakaan maupun media nline.®  Metode
dokumentasi yang akan dilakukan pada penelitian ini
adalah dengan mengambil gambar narasumber maupun
dokumen yang akan berguna bagi penelitian ini.

8 Burhan Ashofa, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT Rineka Cipta,
2013), 14.

Y bid., 15.

2 Atwar Bajari, Metode Penelitian Komunikasi (Bandung: Simbiosa
Rekatama Media, 2015), 14.
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4. Populasi dan Sampel
a. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri
atas objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan
karakteristik tertentu yang diterapkan oleh peneliti
untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulanya.*
Populasi merupakan jumlah seluruh objek data dan
kriteria yang telah ditentukan oleh peneliti sebagai
bahan penelitian. Apabila ditinjau dari jumlahnya
populasi dapat digolongkan dalam dua jenis, yaitu
populasi terbatas (definite) dan populasi tidak terbatas
(indefinite), populasi terbatas (definite) yaitu
mempunyai sumber data yang jelas batasanya secara
kuantitaif ~sehingga dapat dihitung jumlahnya.
Sedangkan populasi tak terbatas (indefinite) yaitu
objek penelitian yang mempunyai jumlah tak terbatas,
atau sulit dihitung jumlahnya.?

Populasi pada penelitian ini yaitu, kepala desa
dan seluruh perangkat-desa yang berjumlah 12 orang, 3
orang yang menjadi pendamping PKH di desa, serta
seluruh-masyarakat yang menjadi.-penerima bantuan
PKH.yang ada di Desa Bandar Agung yang berjumlah
110 orang yang menjadi penerima manfaat PKH, jadi
keseluruhan dari populasi berjumlah 125 orang.
Populasi ini termasuk dalam kategori populasi terbatas
(definite) karena peneliti  mendapatkan jumlah
masyarakat yanga ada di Desa Bandar Agung dan
kemudian akan diambil sampel untuk memperoleh
data penelitian.

2l Mahir Pradana Dan Avian Reventiary, “Pengaruh Atribusi Produk
Terhadap Keputusan Pembelian Produk Merek Customade” 2 (2018), 4,
https://doi.org/10.45667/herumentika.3273. .

%2 Hindun Umiyati, “Populasi Dan Teknik Sampel (Fenomena Pernikahan
Dibawah Umur Masyarakat 5.0 Di Kota/Kabupaten X),” 2021.
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b. Sampel

Sampel adalah sebuah bagian dari jumlah dan
karakteristik yang dimiliki oleh suatu populasi.?®
Sampel adalah contoh yang diambil dari sebagian dari
poulasi dan dapat mewakili populasi penelitian.?
Populasi yang peneliti tentukan kriterianya kemudian
diambil sampel yang di definisikan sebagai bagian dari
keseluruhan total sampel. Maka dari itu sampel
berlaku untuk populasi, sehingga sampel yang diambil
harus mewakili populasi tersebut.

Sampel penelitian adalah sebagian populasi yang
ambil dan dapat mewakili seluruh populasi. Populasi
menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik
pengambilan = sampel  sumber data  dengan
pertimbangan tertentu.® Pengambilan sampel untuk
penelitian ini jika subjeknya kurang dari 100 orang
sebaiknya diambil semuanya, jika subjeknya besar atau
lebih orang dapat diambil 10-15% atau 15-20% atau
lebih.?® Penelitian ini memiliki sampel yang berjumlah
125 orang, sehingga peneliti hanya mengambil 10%
dari jumlah keseluruhan populasi yang berjumlah 12
orang dari jumlah keseluruhan populasi yaitu sampel
yang diambil adalah kepala desa, sekretaris desa, lima
kepala dusun, tiga pendamping PKH, serta dua
perwakilan peserta PKH di Desa Bandar Agung.

Apabila populasi terlalu besar maka peneliti tidak
memungkinkan mempelajari semua yang ada di
populasi tersebut, misalnya karena keterbatasan dana
tenaga dan waktu yang dimiliki oleh peneliti. Adapun

2% Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif R&D (Bandung: IKAPI, 2015),
81.

% Hemdy Tannady ct. Al, “Pengaruh Kualitas Pelayanan Dan Harga
Terhadap Kepuasan Pelanggan First Media Di Pondok Aren Tanggerang Selatan,”
Jurnal Kewarganegaraan 6, no.l, (2022), 1-17,
https://doi.org/10.35908/jeg.v8i2.2944.

%5 Quharsini Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik
(Jakarta: rineka cipta, 2014), 122.

% Ibid., 122.
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alasan peneliti mengambil sampel kepala desa karena
kepala desa merupakan gerbang utama dalam
memasuki desa, oleh karena itu informasi dari kepala
desa akan sangat membantu dalam penelitian ini,
sekretaris desa karena sekretaris desa lah yang sangat
mengetahui izin maupun masuk suatu apapun kedalam
desa, lima kepala dusun agar mengetahui seberapa
banyak warganya yang mendapatkan bantuan PKH
karena sebagai kepala dusun harusnya mengetahui hal
tersebut, serta lima peserta PKH karena untuk
mengetahui mekanisme maupun apa yang dirasakan
masyarakat terkait bantuan PKH tentu peserta PKH lah
yang lebih mengetahui.

5. Metode Pengolahan Data
a. Edit (Editing)

Edit atau biasa dikenal dengan sebagian data
merupakan tahap awal metode pengolahan data.
Metode ini' dibantu dari hasil ~wawancara yang
kemudian ‘disesuaikan dengan rumusan masalah dari
penelitian tersebut.

b. Rekontruksi Data (Recounstucting)

Rekonstruksi data atau recounstructing yaitu
pengelompokkan secara sistematisdata yang sudah
diedit dan diberi tanda menurut bukti tanda dan urusan
masalah.”

6. Metode Analisis Data

Menganalisis data tersebut dilakukan dengan cara
deskriptif kualitatif, yaitu metode didalam prosedur
penelitian yang menghasilkan data-data deskriptif yang
berwujud dengan sebuah uraiankata-kata untuk kalimat

27 Abdur Kadir Muhammad, Hukum Dan Penelitian Hukum, 1st ed.
(Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), 9.
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baik dalam bentuk lisan dari orang yang diteliti. Ketika
ingin menganalisis data, penulis akan menggunakan cara
bepikir deduktif. Cara berpikir deduktif dimulai dengan
fakta-fakta yang khusus atau peristiwa yang konkrit, lalu
kemudian dari fakta itu ditarik generalisasi-generalisasi
yang mempunyai sifat umum.?

Sistematika Pembahasan

Agar mempermudah memahami arah pembahasan dalam
skripsi secara menyeluruh maka dibuatlah sistematika
pembahasan yang berisi penjabaran atau penjelasan dari
masing-masing ab yang ada dalam skripsi ini. Sistematika
penulisan dalam skripsi ini menyajikan 5 bab yang masing-
masing babnya saling berkesinambungan antara satu dengan
yang lainya sehingga tercipta uraian yang sistematis, utuh dan
benar.

BAB Pertama, ialah bab yang membahas tentang
pendahuluan. Terdapat didalamnya terdapat beberapa sub bab
seperti penegasan judul berupa penjabaran definisi dan judul
skripsi yang diangkat untuk menghindari kesalah pahaman,
selanjutnya latar belakang masalah yang-berisikan awal mula
munculnya .sebuah pokok permasalahan yang menjadi
pengantar dalam ‘memahami isi penulisan skripsi, lalu
dilanjutkan dengan fokus masalah agar permasalahan dalam
skripsi tidak melebar dan hanya fokus pada permasalahan yang
diangkat sehingga ditemukan rumusan masalah yang nantinya
akan dijawab, tujuan dan manfaat penelitian, kajian penelitian
terdahulu agar tidak terjadi kesamaan dalam pembahasan
skripsi, metode penelitian yaitu cara memperoleh data
sehingga menjadi data yang siap disajikan dalam skripsi, dan
yang terakhir yaitu sistematika pembahasan yang menjadikan
garis besar yang akan dibahas didalam skripsi.

BAB Kedua, ialah bab yang merupakan landasan teori,
bab ini berisikan tentang teori-teori yang menjdai landasan

2bid.,11.
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dalam melakukan penelitian. Teori diuraikan berupa konsep
siyasah tanfidziyah yang nantinya akan menjadi perantara
menganalisis isi pembahasan berikutnya. Bab ini juga akan
dijelaskan mengenai pengertian siyasah tanfidziyyah, dasar
hukum siyasah tanfidziyyah, ruang lingkup siyasah
tanfidziyyah, dan juga segalah hal yang berkaitan dengan
penelitian ditempat yang telah terpilih menjadi tempat
penelitian.

BAB Ketiga, ialah bab yang berisikan segala hal
mengenalisis tentang objek penelitian yang didalamnya juga
menjelaskan bagaimana Peraturan Menteri Sosial Nomor 1
Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan diterapkan di
Desa Bandar Agung yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh
penulis, serta bagaimana kaitanta dengan siyasah tanfidziyyah.

BAB Empat, yaitu bab yang menganalisis penelitian. Bab
ini penulis menjelaskan tentang pelaksanaan program keluarga
harapan di Bandar Agung serta bagaimana penerapan program
tersebut ditinjaun dari Siyasah Tanfidziyyah.

BAB Lima, bab .ini-ialah bagian akhir dalam penulisan
skripsi, pada bab ini‘akan ditemukan jawaban atas pertanyaan
yang selama penelitian dalam sebuah kesimpulan. Selain berisi
kesimpulan, di-bab ini juga berisi saran-saran yang diharapkan
akan membawa positif untuk penulis maupun orang yang
diberikan.



BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari penelitian yang penulis lakukan, penulis mendapatkan
kesimpulan bahwa yang mengakibatkan pelaksanaan
Peraturan MenteriSosial Nomor 1 Tahun 2018 Tentang
Program Keluarga Harapan terhambat ataupun kesalahan
sasaran penerima PKH, hal tersebut diakibakan oleh hal yang
sederhana yaitu kurangnya koordinasi dari bawahan kepada
atasan serta keengganan panitia PKH maupun pendamping
PKH berkoordinasi kepada aparatur desa membuat aparatur
desa merasa program tersebut tidak ada kaitanya dengan
aparatur desa.

2. Ditinjau dari Siyasah Tanfidziyyah, Program Keluarga Harapa
ini memang sesuai dengan Siyasah Tanfidziyyah dan Siyasah
Maliyah karena tujuan terbentuknya peraturan tersebut
merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah <terhadap

rakyatnya.

B. Rekomendasi

1. Kepada Aparatur Desa Bandar Agung, hendaknya lebih
memperhatikan kegiatan yang masuk dan keluar dari desanya,
lebih memperhatikan kegiatan maupun kebutuhan rakyatnya.

2. Kepada pendaping PKH atau Panitia PKH yang ada di Desa
Bandar Agung, hendaknya saling berkoordinasi lagi dengan
aparatur desa agar lebih terkordinir dan mempermudah
memecahkan masalah.

3. Kepada peserta PKH, hendaknya lebih memiliki pemikiran
yang lebih baik agar tidak mudah menyalahkan aparatur desa,
pendamping PKH maupun komponen yang didapat,
hendaknya peserta PKH tidak hanya memperhatikan
kewajiban panitia maupun pendamping PKH terkait kegiatan
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PKH, ada baiknya peserta PKH juga memperhatikan yang
menjadi kewajiban bagi mereka.
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